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PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab sebelumnya maka didapatkan suatu

kesimpulan sebagai berikut:

Keberadaan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia terhadap kebijakan Menteri Pertahanan adalah
mempunyai fungsi mendukung terhadap pelaksanaan tugas Kementerian
Pertahanan dalam mengambil kebijakan strategis terkait terorisme. Hal
tersebut sesuai dengan yang tertulis didalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional

Indonesia, antara lain :

1. Pada saat Kementerian Pertahanan mendorong PBB mengambil posisi
sebagai pemimpin-dan memainkan peranan signifikan mengatasi tindak
terorisme. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi pasal 7 ayat (2)

huruf b nomor (3) yaitu mengatasi aksi terorisme.

2. Pada saat Kementerian Pertahanan memasang chip dan membangun
Jalan Inspksi Patroli Perbatasan (JIPP). Hal tersebut merupakan bentuk
implementasi pasal 7 ayat (2) huruf b nomor (4) yaitu mengamankan

wilayah perbatasan.
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3. Pada saat Kementerian Pertahanan mengirim pasukan perdamaian ke
Suriah, Kongo pada tahun 2012. Hal tersebut merupakan implementasi
pasal 7 ayat (2) huruf b nomor melaksanakan tugas perdamaian dunia

sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

Saran

Sebaiknya Kementerian Pertahanan dalam mengambil berbagai
kebijakan, terutama dalam hal mengambil kebijakan terkait terorisme tetap
memperhatikan nilai-nilai dan prinsip yang ada dalam Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
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